BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia pada saat ini sedang melaksanakan pembangunan di
segala bidang secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan
berkesinambungan, untuk meningkatkan bangsa agar sejajar dengan bangsa lain
yang telah maju sehingga mampu untuk mandiri, menuju kesejahteraan lahir
batin, adil dan makmur, dan Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk dapat sejajar dengan bangsa lain, maka harus meningkatkan dirinya
sebagai bangsa yang berkualitas sesuai dasar pemikiran yang terdapat dalam
Pendahuluan Ketetapan MPR NO. IV/MPR/1999 yang menyebutkan
“Pembangunan Nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia,
berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global.
Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang
universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri,
berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya™.

Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia tenaga kerja mempunyai
peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga

kerja merupakan motor penggerak perusahaan, patner kerja, asset perusahaan juga
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itu penanganan masalah tenaga kerja harus dilakukan secara menyeluruh yaitu
harus mengupayakan agar pemanfaatan tenaga kerja dilakukan seoptimal
mungkin.

Dalam pelaksanaan pembangunan itu, pembangunan di bidang ekonomi
merupakan prioritas utama. Atas dasar hal tersebut, pemerintah memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan industri agar dapat menyerap
tenaga kerja yang sebesar-besarnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tenaga
kerja perlu mendapatkan suasana yang aman dan tenang schingga dapat
meningkatkan produksi perusahaan. Namun, kemajuan teknologi di bidang
industri bisa berakibat timbulnya kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja.
Oleh karena perlu adanya perlindungan hukum bagi tenaga kerja yang
mengalaminya.

Para pengusaha diharapkan agar dapat memberikan yang terbaik kepada
tenaga kerja. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya adalah melalui program jaminan
kecelakaan kerja yang dilaksanakan oleh PT Jamsostek.

Menurut UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja
adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Sedangkan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan
pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan,
upah dan perintah. Pengertian tersebut mempunyai akibat hukum timbulnya hak-
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perlindungan kesclamatan dan keschatan kerja. Upaya keselamatan dan kesehatan
kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan
derajad keschatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan
dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi
kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi.

Peran serta pemerintah dalam memperhatikan keselamatan dan keschatan
kerja tenaga kerja di Indonesia adalah dengan menetapkan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional sebagai acuan dan
dasar hukum bagi pemerintah untuk mengontrol dan mengawasi perusahaan-
perusahaan di Indonesia. Salah satu program yang terdapat di dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek adalah program jaminan
Kkecelakaan kerja terdapat dalam Pasal 1 ayat 6 yang menyebutkan bahwa
kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan kerja,
termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan
yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja, dan
pulang ke rumah melalui jalan yang biasa /wajar.

Memasuki dekade 1990an, terjadi reformasi yang cukup mendasar pada
jaminan sosial bagi tenaga kerja dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) berserta peraturan
. pelaksanaannya yang diberlakukan pada tahun 1993, dan Peraturan Pemerintah

Nomor 36 Tahun 1995 yang menetapkan PT. Jamsostek sebagal badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja




Hal ini sesuai dengan amanat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
Tahun 1999 — 2004 sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan dan
kesejahteraan sosial, Konkritnya, dituangkan dalam ketetapan-ketetapan MPR RI
No.: IV/MPR/1999 Bab.IV.F.lc, yang berbunyi “ Mengembangkan sistim
jaminan sosial tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan
perlindungan, keamanan dan keselamatan kerja yang memadai, yang
pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja”™.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 menyatakan
bahwa Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja
sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Hal tersebut menegaskan bahwa
setiap pengusaha wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja, pengusaha yang wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya
dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah pengusaha yang
mempekerjakan tenaga kerja sebanyak sepuluh orang atau lebih atau membayar
upah paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)sebulan.

Jamsostek merupakan salah satu bentuk jaminan yang mempunyai unsur-
unsur yang banyak perbedaan dengan asuransi yang lainnya. Dengan ditingkatkan

jaminan sosial tenaga ketja melalui program jamsostek maka pengusaha akan
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Penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja merupakan pelaksanaan
sebagian tugas pemerintah dibidang tenaga kerja seperti yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai jaminan
sosial tenaga kerja. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 14
tahun 1993 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
dijelaskan bahwa Jamsostek adalah sistim perlindungan yang dimaksudkan untuk
menanggulangi risiko sosial secara langsung yang mengakibatkan berkurangnya
atau hilangnya penghasilan tenaga kerja.

Berdasarkan peraturan ini maka perusahaan diwajibkan untuk
menyelenggarakan dan mengikuti program Jamsostek yaitu dengan cara
mempertanggungkan tenaga kerja atau buruhnya dalam jaminan kecelakaan kerja,
jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan pada Badan
Penyelenggara Jamsostek yaitu perusahaan umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Perum Jamsostek).

Menurut penjelasan pada bagian umum dalam Undang-undang No. 3
tahun 1992 tentang ketentuan pokok mengenai Jamsostek maka peran serta tenaga
kerja dalam pembangunan akan semakin meningkat dengan disertai berbagai
tantangan dan risiko yang dihadapinya, oleh karena itu kepada tenaga kerja perlu
diberi perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada
gilirannya dapat meningkatkan produktivitas nasional.

Selain diatur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, program

Jaminan Sosial Tenaga Kerja juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
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Di dalam PP No. 14 Tahun 1993 mengatur tentang bagaimana tata cara
pembayaran dan pelayanan jaminan khususnya jaminan kecelakaan kerja.
Walaupun ketentuan-ketentuan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
sudah diatur namun dalam kenyataannya masih banyak perusahaan yang belum
mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Muncul kasus 18.300 kasus kecelakaan kerja di Jawa Barat selama tahun 1994.
Banyak Pengusaha yang belum melaksanakan program Jamsostek. Di Provinsi
Banten saat ini kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja masih relatif
kecil padahal jumlah pekerja yang bekerja pada sejumlah perusahaan mencapai
satu juta orang (Pikiran Rakyat, terbit tanggal 5 April 2004)
Pabrik Gula dan Spiritus Madukismo juga mengikutsertakan program Jaminan
Sosial Tenaga Kerja khususnya kecelakaan kerja. Bertitik tolak dari hal tersebut di
atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum yang berjudul
“PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KHUSUSNYA
TENTANG KECELAKAAN KERJA DI PABRIK GULA DAN SPIRITUS

(PGPS) MADU BARU KABUPATEN BANTUL”.

. Perumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah diuraikan di muka, yang
akan diteliti, maka dapatlah dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai
berikut :
1. Bagaimanakah peclaksanasn Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya

kecelakaan kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru kabupaten Bantul ?



2. Hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam pelaksanaan program
Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru

Kabupaten Bantul ?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
a. Untuk mengetahui pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Khususnya
kecelakaan kerja di Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan
program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya kecelakaan kerja di

Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.

D. Manfaat Penelitian
1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait
dalam masalah Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Pabrik Gula dan Spiritus
Madu Baru Kabupaten Bantul.
2. Dapat menambah pengetahuan di bidang hukum ketenagakerjaan khususnya

tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Jenis peneclitian yang mendasari dalam tulisan ini, menurut penutis
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menggambarkan secara tepat sifat-sifat svatu individu, keadaan, gejala, atau
kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu
antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Dalam hal ini mungkin sudah
ada hipotesa-hipotesa, mungkin belum tergantung banyaknya pengetahuan
tentang masalah yang bersangkutan”.l

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang
bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi
atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah
akumulasi data dasar dalam cara deskriptif tidak perlu mencari atau
menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau
mendapatkan makna implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk
menemukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif.*

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis.
Pendekatan yuridis dimaksudkan adalah cara untuk menjelaskan permasalahan
yang diteliti dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
untuk masalah tersebut. Pendekatan sosiologis adalah cara menjelaskan
permasalahan yang diteliti dengan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi
dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan yuridis sosiologis adalah
cara untuk menjelaskan masalah yang diteliti dalam kenyataan di lapangan
melalui kacamata hukum yang berlaku.
2. Sumber Data

Sumber data dapat dikemukakan sebagai berikut:

! K oentjaraningrat, 1991, Metode-metode Penelitian Masyarakat, PT Gramedia Jakarta, him. 24
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a.

Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan. Sebagai sumber

data primer yaitu dengan cara wawancara terhadap Karyawan Staf SDM

dan Umum Pabrik Gula dan Spiritus Madu Baru.

b.

Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari kepustakaan atau literatur ataupun

dokumen-dokumen yang relevan dengan materi penelitian. Sumber data

sekunder ini dapat dibedakan dalam :

1

2)

3

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan

terdiri dari :

a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945.

b) Peraturan dasar yaitu batang tubuh UUD 1945 dan Ketetapan-
ketetapan MPR.

¢} Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberi petu:_ljuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Agar
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permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus
relevan dan mutakhir.?
3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data untuk mendapatkan data primer,
dengan memberi pertanyaan kepada responden secara lisan dan dan tatap
muka untuk memperoleh keterangan-keterangan dengan kejelasan data
yang berhubungan dengan penelitian. Wawancara penelitian adalah suatu
metode penelitian yang meliputi pengumpulan data melalui interaksi
verbal secara langsung atau pewawancara dan responden.

b. Studi Kepustakaan (Library research)

Mengumpulkan data-data sekunder yang berupa peraturan-
peraturan, dokumen-dokumen dengan teknik pengumpulan data berupa
studi pustaka.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di
wilayah Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan lokasi ini, karena di
Kabupaten Bantul banyak berdiri industri-industri, dengan demikian
menuntut konsekuensi logis pula yaitu meningkatnya daya serap lapangan
pekerjaan terhadap tenaga kerja. Di samping itu karena lokasi penelitian
satu kota dengan lokasi penulis bertempat tinggal schingga lebih efektif

dan efisien.
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5. Analisa Data

“Quatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analistis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan
dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu
yang utul”.* Responden yang dimaksudkan ialah Karyawan Staf SDM dan
Umum pabrik Gula dan Spiritus Madukismo. Analisa data yang dipakai

adalah kualitatif dengan model interaktif.

4 Qnerinna Saskantn 1086 Pencantar Penelitian Fukum. Ul Pres Jakarta. him. 250



